
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatal dal
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44271 ;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O8 Nomor 99, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4a721 ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 1 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 terrtang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rat<yat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 24A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta:n,bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaal
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33) sebagaimana telah

L
I



diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2O16 Nomor 15, Tambahan
l.embaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 202O
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2076 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2O2O Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

(l) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporanoperasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/ perusahaan daerah.
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Pasal 2

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (l) huruf b per 31 Desember Tahun 2O22 sebagai berikut :

a. sisa lebih anggaran awal sejunlah Rp20.079.656.734,49
b. sisa lebih anggaran alhir sejumlah Rp23.254.413.987,08

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagat berikut :

a. jumlah asset Rp1.828.702.47O.431,44
b. jumlah kewajiban Rp 18.848.739.999,39
c. jumlah ekuitas Rp1.809.853.73O.432,Os

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk periode yang beralhir sampai dengan 3l Desember Tabun 2022
sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp901.170.534.666,31
b. Beban Rp783.825.793.666,79
c. Surplus Rp (85.249.039.513,221

Pasal 6

La.poran Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut:
a. arus kas bersih dari aktivitas Rp 190.087.921.387,59

operasi
b. Errus kas bersih dari aktivitas Rp (f 86.913.164.139,00)

investasi
c. arus kas dari aktivitas Rp O,O0

pendanaan
d. arus kas bersih dari aktivitas Rp (192.038.044,141

transitoris
e. kenaikarr kas Rp 2.982.719.204,45
f. saldo awal kas di BUD dan

bendahara pengeluaran Rp 16.a67.O73.766,91
g. saldo akhir kas di BUD dan

bendaharapengeluaran Rp f5.598.386.636,7O

tL

l,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Talaun 2022
sebagai berikut:
a. pendapatan Rp9i2.898.166.330'82
b. belanja dan transfer Rp904.348.409.O82,23
c. surplus RP 8.549.757.248,59
d. penerimaan pembiayaan Rp 20.079.656.738,49
e. pengeluaran pembiayaan Rp 5.375.00O.00O,OO
f. pembiayaan netto Rp 14.704.656.738,49
C. sisa lebih pembiayaan Emggaran Rp 23.254.413.987,08



Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf f per 3 1 Desember Tahun 2O2 1 sebagai berikut:

Rp1.809.853.7 30.432,Os

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat
(1) huruf g Tahun 2022 merl:rtl;at informasi tentang kebijakan fiskal dan
ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan daerah, kebijakan
akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran i : Iaporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
l,ampiran I.3 : Rincian APBD menurut unrsan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dal sub kegiatan;

a. ekuitas awal
b. defisit LO
c. dampak kumulatif perubahan

kebij akan/ kesalahan mendasar
d. ekuitas alhir

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Ia.mpiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran MII
Lampiran IX
LampiranX

LampiranXl

l,ampiranXlI

Rp 1.852. 163.97 r.OO3,29
Rp (85.249.039.sr3,22],
Rp 42.938.7ea.s4t,9a

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
l,ampiran
Lampiran
Lampiran

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
xlx

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
[,aporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
La.poran Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan
Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset l,ainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Dana Kewajiban Jalgka Pendek;
Da-ftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2O22 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggara:n berikutnya;
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Ia.mpiran )O(

Lampiran )O(. 1

L,ampiran XX.2

ANDING UWI

Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha MiUk
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah / Perusahaan Daerah
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal l0

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai rincian dari
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal I I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 7 Agustus 2023

TLBUPA MBOK UTARA,T

) H, DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 7 Agustus 2O23

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

(

) I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 27 "IAHUN 2023

I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara.
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